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KEPUTUSAT{
KEPAI*A DINAS PENMDIKAN NASIONAL

. KABUPATETII BUTON
NoMoR 17;{-T{ryUN zolo

TENTANG

sMA PGRI I,APANDEWA MAKMUR

. Kabupaten Buton

KEPAIS DINAS PENDIDII$N NASIONAL
KABUPATEN BUTON

a..Bahwa datam riangka perluasan kesempatan rnemperuleh
Fendidlkan dan meningkatkan daya Hmpung pada sMA PGRI
Lapandewr Makmur, Krcarnahn Lapandewa, Kabupaten Buton
belum memilikl Izin Operasional ,

b. hhwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan
lapangan/lokasi oleh petugas dari Otrnas Fendidikair ruaihnal
Kabu;nten Buton, maka sMA FGRI Lapandewa Makmur di
Kabupaten Buhn dianggap lalak unh,k hroperasi ;

c, bahwa hrdamrkan buHr a dan b diatas, sekolah tersebut
dipandang per{u diterbitkan Surat lain Operisionat ;
Undang-undang Dasar 1g4S pasal.BL ;
undang-undang Nomor z0 Talun 2003 tenfang $Istem
Pendldikan Nasionatr ;

3. undang undang Nornor 12 Turwn 2004 tentang pemerhtahan
Daerah sebagairnana telah d?uhh bebemp.i kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor lZ tahun A00g tenmng
Perubahan Kdua Atas undangr-"N.Indang Flomor 3? Tahun ?CI0;
tentang lremerinfiah Daerah ;

4 Peraturan Pemerinhh Nomor 3g rahun lggz tenfang peran serta
Maqgar:akat datam pendtdlkan Nastonal

5. Keputumn Menteri pendidikan Nasional Nornor 060/u/2002
_tanggal 26 April.aq?z hntang Fedoman pendirian sekohh i5. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun z0ol tentang pemberitukmn

_ Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 2g Tahun 1gg0 tentanE

Fendidikan Menengah;
8. Feraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun ?.000 tentang

Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi setragji
Daerah Otonomi

1. surat Edaran Direkhrr Jenderar pendidikan Dasar dfin Menengah
Departernen Pendidikan Nasional No. F{6$/CltS&3 tanggaf q i,t*i

_ 1_983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;2. Pemyahan Kepala Desa tentang kesanggupan rnenyediakan
Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB I melalui rtrana prupM
Tahun ?010 i
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Menehpkan
PERTAMA

TEMBUSAN :

Memberikan persetuJuan sMA PGRI Lapandewa Makmur unhrk
peropepsl dengan izin operasional terhitung mutai penerimaan siswa
baru tahup:pelaJaran 20lo / zoll.
segata fasilitas kelengkapan yang rnenjadi syanat berdirinya kelancaran
sekolah swasb sebagaimana oimaGuo dtctum PERTAMA- iiunlrol
tanggung Jawab Badan / yayasan pendiri penyelenggai edillr,
termasuk .tenaga pengajar dengan ketenilan'uoar--mengil;k*;
fasilitas sekolah Negeri.

Datam hal pelakryn?.an p,ase$ belajar mengaJar clan kurikulurn yang
digunakan_ mengikuti petunjuk dan peraturair perundang-unoungu,
yang berlaku.

Yayamn I Badan Fendiri / penyelengqnra sekolah swas& bertanggungjawab membuat laporan tertutis sekali sebulan 
- ;;,6*;

qerkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas pendiilikan
Nasioinal Kabupaten Buton dan Kepala Dinas pendidikan p*pi*;
Sulawesi Tenggara.

Mencabut kembali qprsetujugllr izin operasionat mbagaimanadimakud pada dich.rm PEHI,AMA apiuita segala kdantuan
sebagaimana dimaksud pada dishm KEDUA. KETIGI dan rrH,lpAf
tidak dipenuhi.

Keputusan ini berlaku tu$itng mulai, hnggal ditebplqn dengan
ketentuan apabila dikemudian nJrt hnqmta tdrirJpui kekeliruan o;*
keputusan ini, akan direrbaiti sebagaiminu *ertinyr,

Pasarurajo
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ANllyA& M.Si
Utama Muda, Mc

. 19571231 198503 1 207

1. 'ttenteri pendidikan Nasional RI diJakarta;
2. Sekrebris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Isnpektur Jenderal Depdiknas di Jakartaj4. Dlrekur lenderar Dikdasmen Depdiknas diJakarta;5. Gubemur SulawesiTenggara di kendari;6. Bupati Buton di pasarwajo;
7. Ketua DFRD Kabupaten Buton di Fasarwajo; '

9. [epala Subdin pendidikan SMA/SMK di pabnruajo;

?. Camat l,"apandewa dl Lapandewa i10' Kepala upm Cabang Dinas Fendidikan Nasional Kecamatan tapandewa;11. Ketua Yayasan.
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